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l)ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

.
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
I

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah .terakhlr dengal)

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 19:45;
2.' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

paerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undanq
Undan,g Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

,
kewenanqan untuk menerbitkan izin trayek angkutan sungai,

danau dan penyeberangan !intas kabupatenrkota;

b. bahwa' izln trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan

diberikan dalam rangka penertiban dan pengendalian terhadap
.angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta merupakan

salah satu sumber pendapatan asli daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Gubemur diberi

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMAT~RASI=L~TAN
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN

PENYEBERANGAN L1NTAS KABUPATEN I KOTA
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang .F?erimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44?8);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nqmor
4849);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kltab Undang - Undang Hukum Acara Pldana (Lembaran
Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
RJNomor 3258) .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Angkutan
di Perairan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1999
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3907);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerlntah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri SipiJ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
daJamPeneqakan Peraturan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun
2008 tenfang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 5 Serie E );

14. -Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nomor 8 T'!hun
2008 tentang Organisas) dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri

D), sebagaimana teJahdiubah dengan Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).
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Dalam Peraturan Daerah Inl yang dlmaksud dengap :

1. Provlnsl adalah Provlnsl Sumatera Selatan,

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Dlnas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dlnas

Perhubungan Komunlkasi dan Informatika Provinsl Sumatera
Selatan.

4. Izln Trayek adalah Izin yang diberikan untuk penyelenggaraan

angkutan penurnpanq dan barang <;II sungai, danau 9an
penyeberangan pada trayek atau lintas kabupaten/kota dalam

Provlnsi Sumatera setatan.

5. Retribusl Izin Trayek adalah biaya yang dlpungut atas pemberian

izin trayek.
6. Wajib Retribusi adalah setlap kapal yang dll;>erlkanlzln trayek dl

sungal, danau dan p'enyeberangan lintas kabupaten I kota dalam

Provlnsl Sumatera Selalatan.
7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagl wajlb retribusl untuk memanfaatkan

jasa Izin trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan
lintas kabupaten I kota.

8. Perizlnan Tertentu adalah : kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

!;ladan yang dimaksudkan untuk pemblnaan, pengendailan .dan •
pengawasan . atas kegiatan, pemanfaatan mang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang. prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian IIngkungan .

BAS I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

D~ngan Persetujuan liIersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Dt\ERAH

PROVINSI SUMATERA SEl.ATAN

d",n

GUSERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTU$KAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN LlNTAS
KASUPATENIKOTA.
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Dengan nama Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan Lintas Kabupaten I Kola, dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan izin trayek kepada orang pribadi "!t?u
badan yang menyediakan pelayanan angkutan sungai, danau "dan •
penyeberangan lintas kabupaten I kola dalam wilayah provlnsi.

BAB Ii
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal2

14. Pernbayaran Retribusi adalah kewajiban yang harus dlbayar

wajib retribusi.

13. Penyidik Pegawai Neger! Sipil yang selanjutnya disingkat

PPNS adalah PPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

yang bertugas pada Dinas Perhubungan: Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

12. Sadan adalah sekumpulan orang dan I atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Millk

Negara (SUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (SUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana penslun, persekutuan, perkumputan, yayasan,
organisasl massa, organisasi soslal polltlk, atau organlsasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

Investasl kolektif·dan bentuk usaha tetap .

Q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanj~tnya disingk~t

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang .

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Sayar yang

selanjutnya disingkat SKRDKS adalah swat ketetapan retribusi

yang diterbitkan apabila te~adi kekuranqan bayar oleh wajib

retribusi sesuai denqan jumlah retribusi yang belum dibayar .

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
;

sanksl administratif berupa bunga dan/atau denda .
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Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

? Izin trayek angkutan sungai, danau. dan penyeberangan lintas

kabupatenlkotcrsebesar Rp.1.000.000/5 tahun untuk per izin.

• •
•

BA!3V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal8-.....~

Pasal?

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin y(;lng

diberikan dan jenis angkutan. 1...-

(1) Prinsip dan sasaran dalam psnetapan farit retribusi inl

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izln yang bersanqkutan .

(2) Blaya penyelenggaraan pemberian izin sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan lapangan,

penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif

dari pemberian izin tersebut .

BABIV
I?RINSIPYANG DIANUT DALAM PI;:NETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal6

Retribusi Izin trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan

lintas kabupaten / kota termasuk golongan retribusi perizinan
tertentu.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Rasal5

Pasal4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan dan atau menikmati pelayanan izln trayek angkutan

sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten / kota.

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek kepada orang I?ribadi
atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada ~_

suatu atau beberapa trayek sunqal, canau dan penyeberangan
lintas kabupaten / kota.

Pasal3
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Psnyeberangan Lintas Kabupaten I Kota berlaku selama
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

dan(1) Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau
•

-- . ,

BAB VII
MASA BeRLAKU RETRIBUSI

. Pasat 13.-

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah atau dokurnen lain yang dipersamakan.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekafigus .

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran

retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

Pasal12

(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebaqalmana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) I?enyetoran penerimaan retrfbusi dilakukan sekallgus dan tidak
dapat diangsur.

(4) Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan Bendaharawan Khusus Penerima ke Bank

Sumsel Babel selaku Pemegang Kas Pemerintah Provinsl
selambat-larnbafnya: 1 x 24 jam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) tidak dapat dlborongkan dan berlaku sesuai denqan
masa berJakunyaizin .

BABVI
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal11

Pasal10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah Provinsi.

Pemberian izln trayek angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

lintas kabupaterrkota yang menjadi kewenangan Provinsi adalah

lebih keeil atau sarna dengan 7 GT.

Pasal9
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(1) Piutang retrlbus! yang tidak mungkiri ditagih ragi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat

dihapuskan.

- •
. ,.Pasal 15

dihitung sejak langgal diterimanya surat Teguran lersebut.

(4) Pengakuliln ulan~ retribusi secara langsung sebaqeimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retril;>usidengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi

dan belum melunaslnya kepada pemerintah daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksudpada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi..-

BAB VIII

RENGHAPUSAN.PIUTANG RETRIBUSI
Pasal14

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kaQaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (Iiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya retribusl, kecuali apablla WtI)ib Retrlbusl
melakukan tindak pidana di bidang retribusi

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusl sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajlb ,Retribusi, balk

langsu_ngmaupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbltkannya Surat Taguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan, .

penyeberangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dikenakan wajib lapor setiap tahun selama berlakunya lzln

trayek tersebut.

(3) Apabila pemegang Izin trayek sebiilgaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak melapor maka izin trayek tersebut dianggap
tidak berlaku lagi.

(4) Paling lambat 3 (Uga) bulan sebelum habisnya masa berlaku

izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang

izin trayek wajib menyampalkan permohonan perpanjangan
izin trayek untuk jangka waktu berikutnya.

angkutan sungai, danau dan(2) Pemegang izin trayek
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Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penytdikan tindak pidana di bidang

retribusi daerah sebagaimana "dlmaksud dalarrr 'Undarg
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah: .'

~.
"

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan:

BAS XI
PENYIDIKAN

Pasal18

~engawasan . terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Gubemur dan secara teknis operasional

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

BABX
PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepa! pada wakturiya

atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD

dan dldahulul dengan surat teguran.

(2) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dlkenakan denda administrasi berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari nilal retribusi
yang terutang yang tldak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

eABIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(3) Tata cara penghapusan pil,ltang retribusi yang sudah

kadaluwarsa diatur dengan Peraturan gubernur

(2) Gubemur menetapkan keputusan penghapusan retribusi

provinsi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
aya! (1).

-8-
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f. meminta bantuantenagaSlhli dalam rangkapelaksanaan
tugaspenyidlkantindakpldanadi bidangretrlbusidaerah;

g, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
menlnggalkan ruanqan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identltas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimanadimaksud padahurufe;

h. rnemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidanadi bldangretribusl daerah:

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagaitersangkaatausaksl;

j. rnenqhentlkanpenyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyldikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
menuruthukum yangdapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1). ,
memberftahukandlrnulalnya penyldlkan dan menyampailcan •
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai
ketentuanperaturanpen,mdang-undanganyangbertaku.

-.~...'

lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang buktl
(tersebut;

a. menerima, meneari, mengumpulkan dan meneliti'
keteranganatau laporan berkenaandengantlndak pidana
di bidang retribusi daerah agar keterangan tersebut

r,

menjadilengkap;
b. meneliti, meneari dan mengumpulkan keterangan

mengenai orangpribadl atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak
pidana di bidang retribusidaerah;

e. meminta keteranqan dan berkas bukti diri pribadi atau
perorangan dan atau pemilik perusahaan sehubungan
dengantlndak pidanadi bidangretribusldaerah;

d. memeriksa buku-buku, eatatan-catatandan dokumen
dokumen lain yang berkenaan dengan tlndak pidana
dl bidang retribusidaerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
buktl pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

-9-
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah Inl dengan psnempatannya dalam Lembaran
Daerah Provlnsl Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Pasal21

Hal-hal yang belum diatur dalam Perafuran Daerah lnl, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan dltetapkan leblh- ianjut dengan
Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

(1) Wajib Retribusi yang tidak me!aksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

. ,

BAB XII

KETENTUAN PIDANA
Pasa! 19
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